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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian penjelasan yang telah dikemukakan dalam Bab I 

dan Bab II skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman melaksanakan tugas dan fungsi 

dalam pemeliharaan data Pendaftaran Tanah khususnya peralihan Hak 

Milik atas tanah karena jual-beli pada tahun 2013 dengan berlakunya 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran 

Tanah dan Peraturan Mentri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Nomor 3 Tahun 1997, tidak ada kendala selama terjalin 

koordinasi yang baik antara pihak pemohon pendaftaran peralihan Hak 

Milik atas tanah dan PPAT wilayah Kabupaten Sleman. Artinya selama 

semua dokumen-dokumen persyaratan lengkap dan sertipikat sesuai 

dengan data buku tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman maka 

proses pelaksanaan pendaftaran peralihan Hak Milik atas tanah berjalan 

dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

2. Pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman 

dalam pemeliharaan data Pendaftaran Tanah khususnya peralihan Hak 

Milik atas tanah karena jual-beli pada tahun 2013 telah mewujudkan 

Tertib Administrasi Pertanahan. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya 

koordinasi yang baik antara pihak-pihak yang berwenang di Kantor 
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Pertanahan Kabupaten Sleman dengan PPAT wilayah Kabupaten 

Sleman. Dalam melaksanakan pendaftaran peralihan Hak Milik atas 

tanah karena jual-beli sampai sertipikat diterbitkan, dari 15 responden 

seluruhnya tidak ada yang melampaui batas waktu yang telah 

ditentukan dalam peraturan. 

B. Saran 

Untuk pihak pemohon pendaftaran peralihan Hak Milik atas tanah 

yang akan melakukan pendaftaran peralihan Hak Milik atas tanah karena 

jual-beli terlebih dahulu memenuhi semua dokumen-dokumen persyaratan 

(terutama pembayaran dan / atau validasi Surat Setoran Pajak (SSP) di 

Kantor Pajak Pratama Kabupaten Sleman dan Surat Setor Pajak Daerah 

(SSPD)-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)  di Dinas 

Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman) sebelum meminta PPAT wilayah 

Kabupaten Sleman untuk membuatkan akta sehingga antara Kantor 

Pertanahan Kabupaten Sleman dan PPAT terjalin koordinasi yang baik 

dalam rangka mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan. 
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